BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
1. Apoteker rumah sakit yang tidak menjalankan tugas kewajibannya
berupa memberikan penjelasan tentang kandungan obat kepada
pasien rumah sakit dapat diterapkan Pasal 361 KUHP, vyaitu
kelalaian dalam tugas jabatannya, sehingga apoteker rumah sakit
dapat terancam sanksi pidana kelalaian dengan pemberatan.
2. Direktur RSUD Al-lhsan harus melakukan upaya :

a. Agar jumlah rasio kecukupan antara jumlah apoteker dengan
jumlah pasein harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan
RSUD Al-lhsan ;

b. Jumlah Apoteker harus ditambah, baik untuk rawat inap, rawat
jalan, dan di ruangan-ruangan yang dikhususnya (ICU, ICCU dan
lain-lain) dengan tidak menggunakan teori akumulasi (bukan
berdasarkan jumlah total semata) melainkan dengan perhitungan
total general, sehingga tidak terjadi pada satu ruangan apoteker
tidak ada karena sedang bekerja di ruangan yang lain.

c. Selain ketentuan teknis yang mengatur jumlah ratio kecukupan
jumlah apoteker, Direktur Rumah Sakit juga memperhatikan dan
menerapkan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, baik yang mengatur secara langsung maupun tidak

langsung ;

43



44
d. Upaya dan langkah preventif yang dimulai oleh Direktur RSUD Al-
Ihsan, hal ini akan mengurangi resiko gugatan ganti rugi,

pencabutan perizinan, dan sanksi pidana dikemudian hari.

B. Rekomendasi

1. Agar supaya apoteker rumah sakit terhindar dari resiko Pasal 361
KUHP, diharapkan para apoteker rumah sakit memahami tentang
resiko jabatan apabila kewajibannya tidak ditunaikan akan
berimplikasi kepada sanksi pidana yang diatur dalam Paal 361
KUHP. Hal ini penting disadari, karena walaupun ada ketentuan
khusus yang mengatur langkah mediasi sebelum tuntutan pidana,
namun jika tidak tercapai kata sepakat dalam mediasi, maka langkah
selanjutnya adalah di sidik oleh penyidik (PPNS maupun penyidik
Polri) yang akan menerapkan Pasal 361 KUHP.

2. Diharapkan agar Direktur RSUD Al-lhsan mematuhi semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara
memasukannya dalam SOP dan memenuhi semua rasio kebutuhan
atas keberadaan rumah sakit, salah satunya dengan jalan

menambah jumlah apoteker rumah sakit.
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